BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR%4TAHUN 2020
TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010
- 2025, serta untuk menyesuaikan Peraturan
Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi, pelaksanaan
operasional reformasi birokrasi dituangkan dalam
Road Map Refomasi Birokrasi yang ditetapkan setiap

5 (lima) Tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Purwakarta tentang Road Map
Reformasi  Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Purwakarta tahun 2020 - 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968



Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara republic
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan  Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 58);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1538);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020 -2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);



10.  Pperaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020- 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

a s e N

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Bupati adalah Bupati Purwakarta.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purwakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta terdiri
dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Purwakarta.

Tim Pengarah adalah Tim Pengarah pada Tim Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana pada Tim Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya

disingkat PMPRB adalah instrument penilaian kemajuan pelaksanaan



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya
disingkat Tim PMPRB adalah Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi secara Online pada Pemerintah Kabupaten
Purwakarta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
yang selanjutnya disebut KemenPAN RB adalah Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Blrokrasi Republik
Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Purwakarta yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
kedepan.

Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat
tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan
langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir
di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar
biasa.

Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi
arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk
kurun waktu 2010 - 2025.

Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk
operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun
dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci
pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan
selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah
rencana kerja rinci dan Dberkelanjutan yang menggambarkan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta
tahun 2020-2024.

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta
yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah
langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka
panjang atau pendek pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah

Kabupaten Purwakarta tahun 2020-2024.



BAB 11
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Road Map Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Road Map Reformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan
dan acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 3

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 4

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta agar berjalan
secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan

berkelanjutan.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 5

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



(2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2020-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Ringkasan Eksekutif

BAB I : Pendahuluan

BAB 11 : Gambaran  Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Purwakarta

BAB III : Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Purwakarta

BAB IV :  Monitoring dan Evaluasi

BAB V . Penutup

(3) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Bupati dapat
membentuk Tim yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi;
2. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan
pengendalian dan evaluasi dilaksanakan setiap tahun dengan
menggunakan hasil evaluasi dan penilaian dari Tim Reformasi Birokrasi

Nasional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 79
Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2019 - 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.



BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 3o D&ember 2020
f‘BUPATI PURWAKARTA, &3

/% /ANME RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta

Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR l78



